
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

IGBUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 82 /PL.o2.5-Kpt/3218 /Kab /rxl2o2o
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAI\TYE

DALAM PEI\TYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 1,,41

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2O2O

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2OL7 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang Pembatasan Pengeluaran Dana

Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 23O, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9al;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

.:l,r:

Walikota. . .
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Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2A tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a\;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahlun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2OO8 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2Ol7

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2077 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang
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tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2Ol7 tentang Kampanye pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1067);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2OL7

tentang Dana Kampalye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakit Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 828) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2O2O tentang Perrbatran atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1059);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2OIl;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraa.n

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraa.n Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wati Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil WaIi Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Viru"s Di,sease 2Ol9 (COWD|9)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 716)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disea.se

2Ol9 (COWDlg) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 1068);

1O. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258|PL.O2-

Kpt/Ol IKPU |W/2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

1 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 / PL.O I . 5-Kpt/KPU-Kab / X / 2Ol9

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.Ol.2-

Kptl 3218 lKab /Vll 2O2O tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 / PL. O 1 . 5-Kpt/KPU-Kab I X / 2A 19

tentang . . .

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



-5-

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelengg€rraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 /PL.O2-Kpt/ 3218 /Kab /Vl/ 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandarcrn Nomor 7 8 / PL.O2.a -Kpt / 32 I 8 / Kab / lX I 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandar€Ln Tahun 2O2O dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2019 ICOWDL9I;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 80 I PL.O2 .S-Kpt / 3218 / Kab I lX / 2O2O

tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disec-se 2019 lCOWDl9l;

Berita Acara Koordinasi antara KPU Kabupaten Pangandaran

dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Nomor 119 /BAl 3218 /Kab /lxl 2O2O

tentang Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN

DANA KAMPAI\TYE DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebesar Rp 20.180.350.00O,- (Dua

Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah).

KEDUA
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: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 25 September 2O2A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Hukum,

+
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